
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 
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TAHUN 2020 

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati  tahun 2020, 

maka dipandang  perlu untuk mengangkat TIM Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilihan Umum 

Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan : 

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mejadi 

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan 

Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Wakil Bupati menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6512); 

 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6019); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2020 tentang  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau 

Walikota Dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Undang - Undang Nomor 



23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – 

Undang Nomor 09 Tahun 2015; Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2012  tentang 

Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 Tentang Perubahan Atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang 

Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan 

Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; 
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Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan tanggal 

1 Desember 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


